
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU 

NOMOR  5  TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI                                      

PAMONG PRAJA KOTA BAU-BAU  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAU – BAU, 

Menimbang   : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 

3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daearah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Peraturdan Daerah Kota 

Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 

Bau-Bau perlu ditinjau kembali ; 

b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, 

perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 

Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389) ; 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang   

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan 

Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang  

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki 



Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3697) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang  

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   3228) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang  

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   4018) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4263) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daearah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4737) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4741). 

 

 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN   PERWAKILAN   RAKYAT  DAERAH  KOTA   BAU-BAU 

dan 

WALIKOTA BAU-BAU 
 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA KOTA BAU-BAU  

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam  Peraturan  Daerah   ini  yang  dimaksud  dengan : 

1. Daerah  adalah  Kota Bau-Bau ; 

2. Pemerintah Daerah adalah  Pemerintah Kota  Bau-Bau ; 

3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ; 

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan ; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya singkat SATPOL-PP adalah 

perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ; 

6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dam menyelenggarakan 

ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota ; 

7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang 

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya yang tenteram, tertib dan teratur ; 



8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada 

dalam lingkup Pemerintah Daerah ; 

9. Eselon adalah Tingkat Jabata Struktural. 

 

BAB  II 

PEMBENTUKAN 

Pasal  2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi SATPOL-PP ; 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur 

mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja SATPOL-PP ; 

(3) Bagan Struktur Organisasi SATPOL-PP sebagaimana tercantum pada 

lampiran, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini ; 

(4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL-PP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB  III 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal  3 

SATPOL-PP di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota.  

 

Pasal  4 

SATPOL-PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan 

ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota. 

 

Pasal  5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), 

SATPOL-PP melaksanakan fungsi : 

a. penyusunan progran dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum ; 

b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 

dan keteriban umum ; 

c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota ; 

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota bersama aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ; 

e. pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan 

Daerah  dan Peraturan Walikota ; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

 

BAB  IV 

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal  6 

Polisi Pamong Praja berwenang : 

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang 

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum 

yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota ; 

c. melakukan tindakan represif non yuridis terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturn Daerah dan 

Peraturan  Walikota ;  

 

 

 

Pasal  7 



Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri 

Sipil dan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  8 

Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja wajib : 

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia dan 

norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ; 

c. melaporkan kepada Kepolian Negara atas ditemukannya atau patut diduga 

adanya tindak pidana ; 

d. menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota. 

 

Pasal  9 

Sebagai anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 

BAB  V 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal  10 

(1) Susunan Organisasi SATPOL-PP terdiri dari : 

a. Kepala ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Operasional dan Pengawasan ; 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ; 

e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan. 

 

BAB  VI 

TATA KERJA 

Pasal  11 

Kepala SATPOL-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib bekerja 

sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dibawah 

pimpinan Walikota. 

Pasal  12 

Kepala SATPOL-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib 

menerapkan sistem akuntabilitas aparatur. 

 

Pasal  13 

Kepala SATPOL-PP dalam melaksanaka tugasnya, wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instansinya meupun 

dalam hubungan dengan instansi lain. 

 

 Pasal  14 

Kepala SATPOL-PP wajib menerapkan sistem pengendalian interen di 

lingkungan kerjanya yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji 

silang. 

 

 Pasal  15 

Kepala SATPOL-PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahannya dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

 

Pasal  16 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala SATPOL-PP wajib melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. 

 

 



BAB  VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal  17 

Dilingkungan SATPOL-PP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional 

sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
 

Pasal  18 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai bidang 

keahliannya ; 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ; 

(3) Jenisa dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

 

BAB  VIII 

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON 

Pasal  19 

(1) Kepala SATPOL-PP di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul 

Sekretaris Daerah ; 

(2) Kepala SATPOL-PP adalah eselon III.a ; 

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh 

Walikota ; 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV.a. 

 

 

 

 

 

BAB  IX 

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN 

Pasal  20 

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, 

kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh Satuan Organisasi. 

 

Pasal  21 

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Organisasi 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota      

Bau-Bau. 

 

BAB  X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  22 

(1) Ketentun yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

SATPOL-PP yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Daerah ini ; 

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan 

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

BAB  XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  23 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota     

Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau. 

 

Ditetapkan di Bau-Bau 

pada tanggal, 24 Januari 2008 
 

WALIKOTA BAU-BAU, 

 
Cap/ttd 

 

MZ. AMIRUL TAMIM 

 

Diundangka di Bau-Bau 

pada tanggal, 24 Januari 2008 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU, 

 

 

 

               L.M. ARSYAD HIBALI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR  5 


